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ABSTRAK

Dalam rangka kelancaran pembangonon yvang sedang berlangsung dan
berkembuong dengan pesotnya dewaso im, moeka diosahokan pembangunan vang
merata di sezala biloang lerutama i bidang perckonomian. Kegiatan ekonom
vang dilakukan oleh dunia usaha merupakin hal vang sanpat penting dalam
menapang  perckonomian  Indencsia. Salah satu kegiatannya adalak  dengan
melaksanakon  tangpung  Jawab  Sesial  Perusabhan (Cerporste  Secial
Reseponstbilicy), SR merupakan salah satu kewajiban vang hares dilaksanakan
oleh perusshaan sesudl dengan Undang-Undang PT Nomor 40 Tabun 2007 pasal
T4 Undang-Undang Perseroan Terbatas (LUPT). Salab satu bentuk dart kegiatun
OS5I terscbut aduluh progrom kemitrzan. Program kemitrzan ini biasaya
dilakukan olek BUMMN dengan twiuan memberikan bimbingan dan banluzn kepada
pengusaha golongan ekonomt lemah. koperast, dan masyvarakat, Salab satu dan
BUMMN tersebut adalah PT. PLN (Persero} Cabang Padang. PPelaksanakan
program kemitrgan tersebub metalu pembinam dan pemberian panjaman modal
kerje kepada usaba kecil dan koperast vang membutuhian untuk menimgkalkan
kegiatan usabanva, Uptuk mengetahut tentang pelaksansan program kemitroan
pada PT. PLN {Persero) Cabang Padang, maka penuelis mengemukakan beberapa
permasalaban sebagai berikut: Pertama bagammana pelaksanaanprogram kenutraan
vang dilsksanakan oleh PT. PLN (Persero) Cabang Padang, Kedux apa saja
kendala oleh PT. PLN {Perserc) Cabang Padang dalam pelaksanaan program
kemiteaan terschut. Untuk membzhas perivasalahan di atas penulis menggunakan
metade pendekaran vuridis sosiclogis vatiu berupa pendekatan masalah melalw
penelitian hukum dengan melihat perundang-undangan vang ads dibubungkan
denean prakteknva dilapangan. Jenis data vang digunakan adalah data pomer dan
data sckunder. Pengumpuolan data diperoleh dari penelitian i lapangan yaitu
dengan melakukan wawancara yang bersifat semi terstruktur dan melakukan
analisa  secara  kualitatif, Dari hasil penelivian  dapat  disimpulkan babwa
pelaksangan program kemitraan tersebut dopat dijadikan implementasi CSR
karena program kemitraan tecbukt dapat menolong usaha keeil dan koperast yang
ada disekitar lngkungan perusabasn dari aspek ekonomi. Didalam pelaksanoaan
progrin kemitraan tersebit juga ditemul beberapa kendala, pertama adalah
hanvaknya mitra hinamm yang mengalami pinjaman benmasalah, Kedua masih
kurangnyva staf ahli pada bagian PUKK sehingga sulit untuk mengawasi mitra
Bianaan vang jumlabmya sangat banyak.



BARI

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Dalam rangka kelancaran pembangunan vang sedang berlangsung dan
berkembang dengan pesatnya dewasa ini, maka diusahakan pembangunan
yang merata di segala bidang terutama di bidang perekonomian, Kewiatan
chonomi vang dilakukan oleh dunia usaha merupakan hal vang sangatl penting
dalam menopang perekonomian Indonesia. Oleh karena itu kepada badan
usaha atau badan hukum diberikan kesempatan seluasnyva oleh pemerintal
untuk mengembangkan usahanya. Hal ini dimaksudkan uniuk menambah
pendapatan negara dan untuk pemanfaatan tenaga kerja dengan tepat schinges
taral kehidupan ekonom masyarakat semakin meningkat

Perkembangan dunia usaha dewasa ini tidak bisa dipisahkan dengan
lingkungan eksternalnya, sehingga hal ini menjadi pusal perhatian bagi
kalangan akademisi, prakeisi, dan regulator serta Lembaga Swadaya
Masyarakat (LEM) sejak beberapa dasawarsa terakhir. Kondisi ini jugs dipicy
olech perkembangzn dinamika sosial terutama berkaitan dengan globalisasi,
pasar bebas (free marker), kerjasama ckonomi kawasan, berkurangnva peran
pemerintah, dan semazkin dominannya peran swasta dalam pembangunan
ekonomi. Menyikapi kondisi tersebut distas, dalam durmia usaha munecul
herbagan diskursus vang berkaitan dengan pengelolagn dunia usaba itu sendini,
lerutama berkaitan dengan tanggung jawab vane harus diemban oleh suate

perusahaan Salah satu wacana yang muncul adalah labirnya terminoloai



B

langaung  jawab sosial  perusahsan (Corporare  Social Respamsibilin
selanjutnya disebut CSR)'

CSR merupakan salah satu kewajiban vang harus dilaksanakan aoleh
perusahaan sesugi dengan Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 pasal
74 Undang-Undang  Perseroan Terbatas (UUPT)Y.  Undane-undang  ini
disyahkan dalam sidang paripurna DPR. Ide mengenai CSR sebasai sebuah
langgung jawab sosial perusahaan semakin diterime secara luas  Namun
demikian, sebagai sebuah konsep vang masih relatil baru, CSR masih telap
kontroversial baik bagi kalangan pebisnis maupun pkademisi  Banyak
kalangan dunia usaha menclak undang-undang tentang perseroan terbatas (LU
PT) vang mencakup pasal tentang CSE dan hal itu harus disikapi dengan hati-
hati oleh pemerintah. Dalam undang-undang perserosn terbatas (UL PT)
tersebut, poin yang paling disorot adalah kewajiban meleksanakan CSR
Dunia usaha mengkhawatirkan UL tersebut akan menjadi legitimasi praktik
pungutan liar karena peraturan ite mencakup kewajiban perusahsan uniuk
mengalokasikan dana CSRY

Kegiatan CSR baru dimulai beberapa tahun belakangan,  Tuntutan
masyarakal dan perkembangan demokrasi serta derasnya arus globalisasi dan
pasar bebas, sehingga memunculkan kesadaran dari dunia industri tentang

pentingnya  melaksanakan  tangeung  jawah  sosial  perusabaan  (CSR)

Lsie Walyndi. Busves Achen. 2008, Corposate Soctal Responsibifiov, In-Trans Publishine,
Whalanyg, hnl2
~ Jnckic Ambadar, 008, Corporate Soclal Responsifiling dalam Prakiel of fndonesia, PT
Cirmiedn Jakara, hal 6



Walaupun sudah lama prinsip-prinsip CSR diatur dalam peraturan perundang-
undangan dalam lingkup hukum perusahan.

CSR dapat diimplementasikan menjadi banvak kegiaten. Salah satunyva
vaitu melalui program kemitrazn yang banvak dilakukan oleh beberapa
perusahaan salah sateoya adalah PT PLN (Persero) vang lermasuk dalam
Badan LUsahas Milik Negara (BUMN}

BUMMN menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal | angka
{1} tentang BUMMN yaitu:

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnva disebut BUMN, adalah

badan usaha vang seluruh atau sebagian besar modalnva dimiliki oleh

Megara melalur penyertaan secara langsuny vang berasal dari kekavaan

negara yang dipisahkan.”

Program Kemitraan vang dimaksudkan di sini adalah program untuk
meningkatkan kemampuan usaha kecll dan mikro agar menjadi tangguh dan
mandiri,  sekaligus  memberikan mdiifier effect bagi peningkatan
perekonomian  dan  kesejahtersan masyvarakst  Program  kemitraan vang
dilzkukan BUMN ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003
tentang BUMN pasal 88 angka (1) vang berbunvi:

“BUMN dapat menyisibkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan

pembinaan usaha kecilkoperasi serta pembinaan masyarakat sekitar

BLIMMN ™

Untuk lebib lanjutnya undang-undang tersebut diatur juga dalam

Peraturan  menteri negara  BUMN  nomor  per-05/mbu/2007  program
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kemitraan  Badan Usaha Milik Negara dengan usaba kecil dan Program Bina
Lingkungzan,
Badan Usaha Milik Mecara (BUMN), dalam kedudukannva memiliki
posisi vang sangat strategis, Selaku unit bisnis'entitas usaha, BUMN (unduk
sepenubnya pada Undang-Undang Perservan Terbatas sedangkan dalam
kedudukan selaku entitas usaha vang dimiliki oleh negars, maka BUMN
tunduk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Dalam
kattannya  dengan  pelaksanazn  PKBL  sehagaimana  diamanatkan LU
N0 1972003 dan kewajiban pelaksanaan CSR sebagai amanat UL No 40/2007
Untuk pelaksanaan PKBL di BUMN, diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 8% 10U
Mo, 192003 tentang BUMN sebagai berikut
a  Pasal 2 avat (1} huruf g
Salab satu maksud dan tujuzn pendifan BUMN adalsh turat aktif
memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi
lemah, koperasi, dan masvarakat

b Pasal 88 avat (1)
BUMMN dapat menyisinken sebagian laba bersihnva untuk keperluan
pembinaan usgha kecillkoperasi serta pembinaan masvarakat sekitar
BLUMM

€. Pasal B8 aval {2)
Ketentuan  lebib lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan  laka
sebagaimana dimaksud dalam avat (1) diatur dengan Keputusan Menterd

Selanjutnya dalam butir 3 Pasal 1 UL No, 19/2003 terselyt dinvatakan:
Menter: adalah mienteri vane ditunjuk danfatay diberi kuasa untuk
mewakili pemerintab selaku pemegang saham negara pada Perserc dan

pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan.
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BAR IV

PENUTUP

A, Kesimpulan

I-a

Pelaksanaan Program Kemitraan vang dikelolz PT. PLN (Persero) Cabang
padang padz usaha Kecil dan koperasi di Kota Padang sangat bermanfaar
bagl pengembangan usaha karena prosedur dan persvaralannya mudah
serta bunga pinjamannya cukup ringan daripada lembags perbankan dan
non perbankan yang ada Jadi dapat disimpulkan hahwa pelaksanaan
program kemutraan vang dilaksanakan aleh PT PLN (Persera) abang
Padang  merupakan implementasi  dari  CSR {Corporate  Social
Responsibility) karesa pelaksanaan program kemitraan ity terbukti dapat
menolong KM dan koperasi vang ada disekitar PT PLN {Persera)
Cabang Padang dari aspek ekonomi,

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program kKemitraan im adalah
pengembalian pinjaman yang tidak tepat wakin sehingga timbulnya
Pinjaman bermasalab Dan pinjaman bermasalah it timbuyl bukan hanva
dari faktor usaha keeil saja, tapt bisa juga timbul dari PT. PLN {Pursero)

Cabang Padang ity sendiri

B. Saran

Dalam pelaksanazn program kemitraan ini diharapkan pada PT. PILN
{Persere) Cabang Padang jangan cuma hanva menvalurkan dana sajs taps

lakukan pembinasn dengan cara seperti pembinaan manajemen usaha,



I-a

-

pembinzan peningkatan Swinber Daya Manusia {SIM).  pembinaan
manajemen produksi, pembinaan mutu produksi dan pembinzan lainnya
karena dengan itulah usaha kecil dapat berkembang menjadi tangguh dan
mandirs baik dari segi mater maupun non mater

Diharapkan kepada mitra binaan PT. PLN (Persero) Cabang Padang agar
benar-benar mematuhi i1 pecjanjian pinjaman tersebur dan menggunakan
pinjaman tersebut sesual dengan peruntukannya.

Juga diharapkan kepada pibak PT. PLN | Persero) Cabang Padang agar
benar-benar mengelola kebijaksanzan pemerintalh tersehut agar dapat
dimanfaatken oleh pengussha ekonomi lemsh vang memang benar-benar
membutubkan pinjaman modal.

Dengan banyaknya pinjaman bermasalah dalam pragram keémitraan in
diharapkan kepada PT. PLN (persera) Cabang Padang untuk menambah
staf ahli pada bagian PKBL supaya mudah untik mengawasi mitra binaan
yang jumlahnya sangal banvak schinggs pinjaman bermasalah tersebut

dapat dicegah atau dikurangi.
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